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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita 

semua. Pagi ini sidang pengucapan putusan untuk 6 perkara, Perkara 
Nomor 72/PUU-XVII/2019, kemudian Nomor 6/PUU-XVIII/2020, 31/PUU-
XIX/2021, 41/PUU-XIX/2021, 42/PUU-XIX/2021, 43/PUU-XIX/2021. 
Menurut catatan dari Kepaniteraan, Para Pihak semuanya hadir untuk itu 
kita langsung saja dimulai dengan Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 

 
   PUTUSAN 

Nomor 72/PUU-XVII/2019 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 

[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
1. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. selanjutnya 

sebagai Pemohon I. 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 

17 dianggap dibacakan.  

18. Afrilita, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVIII 

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 10 
Oktober 2019 dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. A. 
Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan kawan-kawan Selanjutnya 
disebut sebagai --------------------- Para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
  Mendengar keterangan para Pemohon; 
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
  Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 
  Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT Dana 

Tabungan Asuransi Pegawai Negeri [PT TASPEN (Persero)]; 
  Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS 
Ketenagakerjaan); 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB 

KETUK PALU 3X 
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  Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon dan 
Presiden; 

  Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; 
  Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait BPJS 

Ketenagakerjaan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap 
dibacakan. 

 
2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

Kewenangan Mahkamah 
 
[3.1], [3.2]  dianggap dibacakan.  
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
 
[3.3] , [3.4] dianggap dibacakan.  
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, 
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum 
para Pemohon sebagai berikut: 

 
1. Bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian norma yang 

terdapat dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 
24/2011, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 
 

Pasal 57 huruf f UU 24/2011 dianggap dibacakan. 
 Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 dianggap dibacakan. 
 

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya 
sebagai warga negara Indonesia peserta “Program 
Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang 
diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero). Para Pemohon 
terbagi ke dalam dua kualifikasi kedudukan hukum yang 
berbeda. Pertama, dalam kualifikasi sebagai pensiunan 
Pejabat Negara dan Pensiunan PNS, yaitu: Pemohon I, 
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, 
Pemohon VI, dan Pemohon VII. Kedua, dalam kualifikasi 
sebagai PNS aktif, yaitu: Pemohon VIII, Pemohon IX, 
Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, 
Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, 
dan Pemohon XVIII; 

3. Dianggap dibacakan. 
 

4. Dianggap dibacakan. 
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5. Bahwa para Pemohon menganggap Pasal 57 huruf f dan 
Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 berpotensi menimbulkan 
kerugian konstitusional di kemudian hari, karena ketentuan 
a quo menuntut agar PT TASPEN (Persero) tidak lagi 
menyelenggarakan “Program Tabungan Hari Tua dan 
Pembayaran Pensiun” paling lambat tahun 2029. Hal 
demikian menurut para Pemohon menimbulkan 
ketidakpastian (uncertainty) terhadap pelaksanaan hak 
konstitusionalnya untuk mendapatkan “jaminan sosial” 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 
ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon 
menganggap kepesertaan mereka dalam “Program 
Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang 
diselenggarakan PT TASPEN (Persero) memiliki dasar hukum 
yang kuat, sehingga jika ada peraturan perundang-
undangan yang akan menghentikan ataupun akan 
mengalihkan keikutsertaan para Pemohon dalam “Program 
Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” yang 
diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BJPS 
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 huruf 
f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [vide bukti P-1], maka 
ketentuan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian 
konstitusional para Pemohon, dan potensi kerugian demikian 
akan hilang jika Mahkamah memutus norma-norma a quo 
“tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. 

   Bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam 
menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di 
atas, dalam kualifikasinya baik sebagai pensiunan Pejabat Negara 
dan pensiunan ASN (Pemohon I sampai dengan Pemohon VII) 
maupun dalam kualifikasi sebagai ASN yang masih aktif 
(Pemohon VIII sampai dengan Pemohon XVIII) yang merupakan 
peserta “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran 
Pensiun” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) dan 
seterusnya dianggap dibacakan. 

 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
 
[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 57 huruf f 

dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 
28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi 
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sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai 
dengan angka 7 dianggap dibacakan.  

 
[3.8]  Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil 

permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 
surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-
15 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk 
Perkara), serta mengajukan tiga orang ahli bernama Dr. 
Maruarar Siahaan S.H., Dr. Dian Puji Simatupang S.H., 
M.H., dan Wawan Hafid Syaifudin M.Si., M.Act.Sc., ASAI., 
yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah 
tanggal 27 Januari 2020 (keterangan selengkapnya termuat pada 
bagian Duduk Perkara); 

 
[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 

keterangan yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah 
tanggal 27 Januari 2020 yang kemudian dilengkapi dengan 
keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 
5 Februari 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa konsep 
pengalihan program jaminan hari tua dan pensiun ASN yang 
diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS 
Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan 
sebagaimana diatur Pasal 4 UU SJSN. Pengalihan dari PT TASPEN 
(Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan justru menjamin 
terpenuhinya hak atas jaminan sosial, namun memang perlu 
jangka waktu untuk transformasi dari PT TASPEN (Persero) 
kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi 7 prinsip 
yang pada pokoknya tidak boleh merugikan karyawan 4 (empat) 
BUMN yang dilebur dan tidak boleh merugikan peserta lama yang 
mengikuti program 4 (empat) BUMN yang dilebur; 

 
[3.10]  Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan 

tertulis yang diterima dan dibacakan dalam persidangan 
Mahkamah tanggal 16 Januari 2020, kemudian menyampaikan 
tambahan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan 
Mahkamah tanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian 
yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 
ayat (2) UU 24/2011 dan permohonan para Pemohon tidak jelas. 
Dalam pokok permohonan Presiden menerangkan bahwa 
transformasi PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ke dalam BPJS 
Ketenagakerjaan merupakan pilihan kebijakan pembentuk 
undang-undang untuk melaksanakan jaminan penyelenggaraan 
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sosial nasional secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan 
ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Menurut Presiden 
ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tetap 
menjamin hak-hak kepesertaan jaminan termasuk ASN, 
pensiunan Pejabat Negara/Pensiunan PNS/Pensiunan Janda/duda 
sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 
1945. Untuk mendukung keterangannya, Presiden 
menyampaikan dokumen pendukung yang diberi tanda bukti T-1 
sampai dengan bukti T-4 serta mengajukan seorang ahli bernama 
Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M., yang didengarkan 
keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 
Februari 2020 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian 
Duduk Perkara); 

 
[3.11]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, PT 

Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri [selanjutnya disebut PT 
TASPEN (Persero)] telah ditetapkan oleh Mahkamah sebagai 
Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan 
tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 5 Februari 
2020, serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 12 Februari 
2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 
Februari 2020. Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) pada pokoknya 
menerangkan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat 
dialihkan karena jaminan yang diberikan bukan jaminan dasar 
sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Selain itu, kedudukan PNS 
dan Pejabat Negara memiliki karakteristik khusus sebagai abdi 
negara yang pembayaran pensiunnya dibiayai oleh APBN, 
sehingga jaminan sosial bagi PNS dan Pejabat Negara tetap 
diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) sebagaimana 
dijelaskan PT TASPEN (Persero) dalam roadmap yang disusun 
berdasarkan amanat Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011. Pengalihan 
program PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan 
yang diamanatkan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 UU 24/2011 
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Peserta, karena 
tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan tersebut para 
Peserta tidak akan mengalami penurunan layanan dan manfaat 
dan tidak dapat dipastikan dengan adanya pengalihan itu para 
Peserta akan mendapatkan layanan dan manfaat yang lebih baik 
dari pelayanan prima yang selama ini diberikan PT TASPEN 
(Persero). Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait PT 
TASPEN (Persero) mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli 
bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. dan 
Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh S.H., M.H., namun 
keterangan tertulis diterima Kepaniteraan pada 12 Agustus 2020 
di mana telah melewati batas waktu penyampaian kesimpulan 
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para pihak yang ditentukan dalam persidangan Mahkamah, yaitu 
tanggal 25 Februari 2020, pukul 10.30 WIB sehingga 
keterangannya tidak dapat dipertimbangkan; 

 
[3.12]  Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, 

Mahkamah telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai Pihak 
Terkait, yang telah menyampaikan keterangan tertulis dan 
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah 
tanggal 5 Februari 2020, serta tambahan keterangan tertulis 
bertanggal 17 Februari 2020  yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah tanggal 13 Februari 2020, yang pada pokoknya 
menerangkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan 
program negara yang bertujuan memberikan kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pengaturan 
kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola 
jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk 
undang-undang. SJSN disepakati dalam suatu badan hukum 
publik dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang 
diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan 
perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu; 

 
[3.13]  Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil 

permohonan para Pemohon dan bukti-bukti serta ahli-ahli yang 
diajukan para Pemohon; keterangan DPR; keterangan dan 
tambahan keterangan Presiden serta bukti-bukti pendukung 
keterangan Presiden, serta ahli yang diajukan oleh Presiden; 
keterangan dan tambahan keterangan Pihak Terkait PT TASPEN 
(Persero), serta dokumen pendukung keterangan Pihak Terkait 
PT TASPEN (Persero); keterangan dan tambahan keterangan 
Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, pokok permasalahan  dan 
sekaligus pertanyaan utama yang harus dipertimbangkan 
Mahkamah, yaitu: benarkah pengalihan PT TASPEN (Persero) 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 
ayat (2) UU 24/2011 bertentangan dengan UUD 1945. 

 
3. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
[3.14]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 

permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama tersebut, 
Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai 
berikut: 

 Bahwa Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan salah 
satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan 
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umum. Amanat tersebut mencerminkan Indonesia sebagai 
sebuah negara kesejahteraan. Tidak hanya dalam Pembukaan, 
posisi Indonesia sebagai negara kesejahteraan kian diperjelas 
dalam Bab XIV yang berjudul “Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial”. Perwujudan dan konsekuensi menganut 
paham negara kesejahteraan dimaksud, negara 
bertanggungjawab dalam urusan kesejahteraan seluruh 
rakyatnya, termasuk mengembangkan jaminan sosial bagi 
rakyatnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermartabat. Lebih lanjut, terhadap jaminan sosial 
dimaksud, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan”. Secara lebih konkret, amanat 
UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisial Nasional 
(UU 40/2004); 

 
  Bahwa secara substansial, UU 40/2004 memaknai jaminan 

sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak [Pasal 1 angka 1 UU 40/2004]. Sebagaimana 
dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU 40/2004, Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan 
program negara yang bertujuan untuk memberi kepastian 
perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Melalui program SJSN, setiap penduduk diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila 
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang/berkurangnya 
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, 
kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Dalam 
mewujudkan hal ini, penyelenggaraannya harus mendasarkan 
pada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, 
dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan 
untuk sebesar-besar kepentingan peserta [vide Pasal 4 UU 
40/2004]. Salah satu prinsip yang menonjol dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial adalah prinsip 
kegotongroyongan yang dimaknai sebagai prinsip kebersaamaan 
antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, 
yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar 
iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya; 
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  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004, 

konsep dan prinsip jaminan sosial ini diwujudkan ke dalam bentuk 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Selanjutnya, 
Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 merinci BPJS terdiri dari: a) 
Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja; b) 
Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (TASPEN); c) Perusahaan Perseroan (Persero) 
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ASABRI); dan d) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 
Kesehatan Indonesia (ASKES). Jika diperlukan, sesuai dengan 
Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, dapat dibentuk lembaga baru 
dengan undang-undang. Namun demikian, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, bertanggal 31 Agustus 2005, 
dalam putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (3) dan 
ayat (4) UU 40/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan bahwa 
pembentukan BPJS harus dilakukan dengan undang-undang, 
sehingga Mahkamah menegaskan pentingnya dibentuk undang-
undang yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) secara rinci; 

 
  Bahwa terlepas dari fakta norma Pasal 5 ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) UU 40/2004 telah dinyatakan Mahkamah 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, konstruksi pilihan kebijakan pembentuk 
undang-undang terkait desain kelembagaan penyelenggara 
sistem jaminan sosial dalam undang-undang a quo sama sekali 
tidak berubah, yaitu tetap menggunakan format lembaga 
majemuk, bukan lembaga tunggal. Terlebih lagi, BPJS dimaksud 
tidak hanya dapat dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga dapat 
dibentuk di daerah. Khusus BPJS tingkat pusat, pembentukannya 
dilakukan dengan undang-undang. Kesempatan untuk 
membentuk banyak lembaga dalam penyelenggaraan sistem 
jaminan sosial juga secara tegas dapat dipahami dari Penjelasan 
Umum UU  40/2004 yang menyatakan:  
Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan 
jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib 
pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut 
diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam 
Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan 
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dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai 
dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.  
 

  Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum tersebut dapat 
dipahami BPJS yang dimaksud dalam UU 40/2004 merupakan 
transformasi dari BPJS yang ada dan sedang berjalan. 
Transformasi dimaksud adalah perubahan status perusahaan 
(Persero) menjadi badan hukum penyelenggara program jaminan 
sosial. Dalam hal ini, transformasi tersebut sama sekali tidak 
menghendaki semua lembaga yang telah eksis dilebur menjadi 
satu badan hukum, melainkan masing-masing badan tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa sesuai dengan 
amanat Ketentuan Peralihan yang termaktub dalam Pasal 52 UU 
40/2004. Bahkan, apabila dibaca dan didalami lebih saksama, 
inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 tidaklah 
sepenuhnya karena substansinya bertentangan dengan UUD 
1945, namun karena substansi Pasal 5 ayat (3) UU 40/2004 telah 
terkandung dan tertampung di dalam norma Pasal 52 UU 
40/2004. Bagi Mahkamah, apabila kedua norma tersebut [yaitu 
Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 52 UU 40/2004] dipertahankan 
keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian 
hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-
III/2005, hlm. 270-271).  

 
  Bahwa perkembangan berikutnya, perintah Pasal 5 ayat (1) 

UU 40/2004 untuk membentuk undang-undang yang mengatur 
tentang BPJS diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU 
24/2011), namun konsep BPJS yang diatur dalam UU 24/2011 
berbeda dengan konsep BPJS yang diatur dalam UU 40/2004 
sebelum dibatalkan oleh Mahkamah. Dalam hal ini, jika Pasal 5 
ayat (3) UU SJSN sebelum dibatalkan Mahkamah membagi BPJS 
ke dalam empat bentuk BPJS dan bahkan terbuka untuk 
menambah lainnya, namun UU 24/2011 hanya membagi BPJS ke 
dalam dua badan saja, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan [vide Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011]. 

  
  Bahwa dalam pembahasan yang dilakukan antara 

pemerintah dengan DPR sangat mungkin terjadi pergeseran yang 
berujung pada perubahan konsep sebagaimana konsep 
kelembagaan BPJS a quo. Namun demikian, yang menjadi 
persoalan utama yang dipermasalahkan oleh para Pemohon 
adalah konstitusionalitas pengalihan penyelenggaraan program 
jaminan hari tua dan program pensiun yang selama ini 
diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero) kepada BPJS 
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Ketenagakerjaan di mana pengalihan demikian tidak terlepas dari 
pembentukan BPJS yang hanya terdiri dari dua badan saja yaitu 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;  

 
[3.15]  Menimbang bahwa lebih lanjut sebelum menjawab pokok 

permasalahan dan sekaligus pertanyaan utama, Mahkamah pun 
terlebih dahulu perlu mengaitkannya dengan putusan-putusan 
Mahkamah terdahulu yang relevan dengan SJSN, yaitu: dalam 
Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 007/PUU-III/2005, 
bertanggal 31 Agustus 2005; Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 138/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Desember 2015; Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016, bertanggal 23 
Mei 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/ PUU-
XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018.  

 
  Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 007/PUU-III/2005, pada intinya menegaskan, peluang 
pemerintah daerah untuk membentuk BPJS daerah tidak boleh 
ditutup dan pengaturan ihwal pembentukan BPJS di tingkat pusat 
harus dilakukan dengan undang-undang. Artinya, berkenaan 
dengan BPJS di tingkat pusat harus dibentuk undang-undang 
tersendiri yang mengatur pembentukan BPJS. Dalam putusan a 
quo, meskipun Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 5 ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) UU 40/2004, namun Mahkamah tidak 
menilai salah substansi yang diatur dalam pasal-pasal yang 
dibatalkan tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, 
terkait dengan konsep BPJS yang terdiri dari empat badan, yaitu 
Persero Jamsostek; Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan 
Persero ASKES, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

 
   Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 50/PUU-VIII/2010, Mahkamah mempertimbangkan, UUD 
1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau 
memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan 
sosial dimaksud, namun harus memenuhi kriteria konstitusional, 
yaitu harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. Berkenaan dengan hal ini, 
Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan: dianggap dibacakan. 

 
  Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138/PUU-XII/2014 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
101/PUU-XIV/2016, terkait dengan anggapan terjadi monopoli 
penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS dan adanya perlakuan 
diskriminatif berupa sanksi administratif bagi pemberi kerja selain 
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penyelenggara negara, serta anggapan bahwa negara sewenang-
wenang memungut upah dari pekerja sebagai iuran BPJS, 
Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa baik UU 40/2004 
maupun UU 24/2011 juga memberikan kesempatan bagi pihak 
swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan 
sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu, 
Putusan a quo juga menegaskan sifat nirlaba bukan komersial dari 
BPJS sebagai berikut: dianggap dibacakan. 

 
  Bahwa setelah dua putusan di atas, dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017, yang pada 
pokoknya mempersoalkan mengenai pendelegasian pengaturan 
mengenai BPJS pada Peraturan Pemerintah. Dalam putusan a quo 
Mahkamah menegaskan, berdasarkan UU 12/2011, 
pendelegasian kewenangan dari suatu undang-undang kepada 
Peraturan Pemerintah bukan sesuatu yang bertentangan dengan 
UUD 1945. Dalam Putusan a quo Mahkamah juga menegaskan, 
iuran yang dipungut dari ASN tidak bertentangan dengan UUD 
1945 karena UUD 1945 telah mengatur pungutan yang bersifat 
memaksa harus diatur dengan undang-undang [vide Pasal 23A 
UUD 1945], sehingga pengaturan iuran yang memaksa ASN untuk 
membayar yang diatur dalam UU 24/2011 tidak bertentangan 
dengan UUD 1945. Meskipun demikian, dalam putusan tersebut 
Mahkamah sama sekali tidak menegaskan pendiriannya perihal 
konstitusionalitas ketentuan peralihan, khususnya mengenai 
pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun dari 
PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 

 
  Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu 

terkait jaminan sosial, Mahkamah belum menilai mengenai 
pengalihan program jaminan hari tua dan program pensiun dari 
PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Putusan-
putusan terdahulu hanya menegaskan amanat konstitusi bahwa 
jaminan sosial harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 
Semangat ini yang oleh UU 24/2011 diusung melalui asas 
kegotongroyongan dalam program jaminan sosial yang menaungi 
sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat menerima 
manfaat dari realisasi amanat UUD 1945. 

 
4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
[3.16]  Menimbang bahwa berkenaan dengan desain kelembagaan BPJS, 

sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU 40/2004, “Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang 
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. 
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Definisi demikian menghendaki lembaga yang menyelenggarakan 
program jaminan sosial bukanlah satu badan hukum saja, 
melainkan bisa dua, tiga, empat atau lebih. Hanya saja, badan-
badan dimaksud mesti dibentuk dengan undang-undang sesuai 
ketentuan Pasal 5 UU 40/2004. Adapun badan-badan (persero) 
yang telah ada dan berjalan dalam melaksanakan program 
jaminan sosial, mesti menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 
ayat (1) UU 40/2004, baik dari bentuk hukum pembentukannya 
maupun kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing dalam 
menyelenggarakan jaminan sosial tanpa kehilangan entitasnya 
sebagai badan hukum. Kebijakan terkait desain kelembagaan 
penyelenggara jaminan sosial dimaksud juga sejalan dengan 
realitas beragamnya pekerjaan atau profesi yang dapat dipilih 
oleh setiap orang sesuai dengan kebebasannya untuk memilih 
pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan memiliki karakteristik tersendiri 
baik dari aspek latar belakang, tujuan atau orientasi maupun 
risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu, jaminan sosial 
terhadap pekerjaan atau profesi dimaksud juga harus disesuaikan 
dengan kelompok profesi/pekerjaan yang dimiliki setiap warga 
negara. Dalam kerangka inilah sesungguhnya UU 40/2004 
memilih badan hukum penyelenggara jaminan sosial bukan 
merupakan lembaga/badan tunggal, melainkan jamak, bisa: dua, 
tiga, empat atau lebih.  

 
[3.17]  Menimbang bahwa secara faktual pada saat dibentuknya UU 

24/2011, seluruh persero yang bergerak dalam penyelenggaraan 
jaminan sosial dilebur menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, PT. TASPEN (Persero) yang 
bergerak di bidang tabungan hari tua dan dana pensiun juga 
diamanatkan untuk dilebur atau dialihkan ke BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 dan Pasal 65 UU 24/2011. 
Dalam batas penalaran yang wajar, pengalihan dimaksud 
dipastikan menyebabkan hilangnya entitas PT TASPEN (Persero) 
dan berganti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, 
kebijakan mengalihkan dengan cara meleburnya dengan persero 
lainnya menjadi satu BJPS Ketenagakerjaan justru berlawanan 
atau tidak sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang saat membentuk UU 40/2004. Sebab, peralihan tersebut 
justru berimplikasi pada penerapan konsep lembaga tunggal 
dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. 
Padahal, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan UU 40/2004 
bukan memilih model lembaga atau desain kelembagaan tunggal, 
tetapi mengikuti konsep banyak lembaga atau lembaga majemuk. 
Pilihan kebijakan dengan lembaga tunggal tidak sejalan dengan 
konsep transformasi badan penyelenggara jaminan sosial 
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sebagaimana termaktub dalam UU 40/2004. Oleh karena itu, 
konsep peralihan kelembagaan PT TASPEN (Persero) menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan hilangnya entitas 
persero menyebabkan ketidakpastian hukum dalam transformasi 
beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang telah ada 
sebelumnya sesuai dengan karakter dan kekhususannya masing-
masing. 

 
[3.18]  Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, 

Mahkamah perlu mempertimbangkan ihwal hak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak 
konstitusional warga negara yang dijamin secara tegas dalam 
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Begitu pula, memilih pekerjaan yang 
sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan usaha 
pengembangan diri setiap orang merupakan hak yang dijamin 
dan dilindungi oleh konstitusi, in casu Pasal 28C ayat (1) UUD 
1945. Dalam hal ini, pada saat seseorang telah memilih untuk 
bekerja pada pekerjaan atau profesi tertentu, maka segala hak, 
kewajiban dan risiko dari pilihan pekerjaan tersebut akan 
ditanggung sepenuhnya oleh orang yang menjalankan pekerjaan 
dimaksud. Dikaitkan dengan mandat negara untuk 
mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat (2) UUD 
1945), maka sistem dimaksud juga harus mempertimbangkan 
keberagaman pekerjaan dan profesi yang dijalankan oleh rakyat 
dalam memilih pekerjaan. Dalam arti, sistem jaminan sosial harus 
dijalankan dengan mengakomodasi seluruh bentuk realitas sosial 
dan pekerjaan yang dimiliki seluruh rakyat. Berdasarkan 
pengalaman penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang telah 
berjalan sejauh ini, kelembagaan yang beragam sesuai dengan 
karakter masing-masing pekerjaan yang dipilih warga negara 
lebih memberikan jaminan bagi pemenuhan hak pensiun dan hari 
tua dari orang yang bekerja. Dalam hal, desain kelembagaan 
penyelenggara jaminan sosial yang berjalan telah memenuhi 
standar jaminan sosial bagi orang-orang yang memilih pekerjaan, 
lalu mengubahnya dengan melikuidasi dan menggabungkan 
lembaga-lembaga menjadi satu badan justru akan menyebabkan 
terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang-orang yang telah 
memilih untuk mengikuti program jaminan hari tua dan dana 
pensiun pada lembaga/badan yang telah berjalan. 

 
Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah 

perlu menegaskan, sekalipun UU 40/2004 mengharuskan 
badan/lembaga yang bergerak di bidang penyelenggaraan 
jaminan sosial bertransformasi menjadi badan penyelenggara 
jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut dihapuskan 
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dengan model atau cara menggabungkannya dengan persero 
lainnya yang memiliki karakter berbeda. Transformasi cukup 
hanya dengan melakukan perubahan terhadap bentuk hukum 
badan hukum dimaksud serta melakukan penyesuaian terhadap 
kedudukan badan hukum tersebut, yang semula sebagai persero 
menjadi badan hukum penyelenggara jaminan sosial, dengan 
memperkuat regulasi yang mengamanatkan kewajiban 
penyelenggara jaminan sosial untuk diatur dengan undang-
undang [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/2004].  

 
Pada saat pembentuk undang-undang mengalihkan persero 

dengan cara menggabungkannya dengan persero lain yang 
berbeda karakter, hal demikian potensial merugikan hak-hak 
peserta program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun 
yang telah dilakukan oleh persero sebelum dialihkan. Kerugian 
atau potensi kerugian dimaksud disebabkan karena ketika 
dilakukan penggabungan, akan sangat mungkin terjadi 
penyeragaman standar layanan dan program jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian 
bagi semua peserta. Penyeragaman dimaksud akan 
menempatkan semua peserta dalam posisi yang sama padahal 
masing-masing mereka berangkat dari pekerjaan dengan 
karakter dan risiko kerja yang berbeda-beda. 

 
Dengan demikian, sekalipun pilihan melakukan transformasi 

dari PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan 
dimaksud merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, 
namun transformasi harus dilakukan secara konsisten dengan 
konsep banyak lembaga sehingga mampu memberikan jaminan 
kepastian hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga negara 
yang tergabung dalam PT TASPEN (Persero) sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 
34 ayat (2) UUD 1945. 

  
[3.19]  Menimbang bahwa berkenaan prinsip kegotongroyongan, 

menurut Mahkamah prinsip dimaksud merupakan nilai luhur 
bangsa Indonesia yang menjadi salah satu esensi jiwa Pancasila 
terutama sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. Dalam menjalankan prinsip kegotongroyongan setiap 
orang atau individu berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam 
memberi nilai tambah kepada individu lain di lingkungannya. 
Apabila diletakkan dalam konteks jaminan sosial, UU 24/2011 
mendefinisikan prinsip kegotongroyongan sebagai prinsip 
kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya 
jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta 
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membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau 
penghasilannya [vide Penjelasan Pasal 4 huruf a UU 24/2011]. 
Sejauh yang bisa dipahami Mahkamah, prinsip kegotongroyongan 
inilah yang menjadi salah satu latar belakang pengalihan program 
jaminan hari tua dan program pensiun yang diselenggarakan oleh 
PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal 
ini, pembentuk undang-undang menghendaki jaminan sosial 
dapat dinikmati secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik 
yang tidak mampu --yang menerima bantuan iuran-- maupun 
yang mampu dengan iuran yang terjangkau, sehingga semua 
pihak bergotongroyong dan berkontribusi dalam BPJS; 

 
  Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu 

mempertimbangkan, apakah penerapan prinsip gotong royong 
dengan mengalihkan program jaminan hari tua dan program 
pembayaran pensiun ASN yang selama ini diselenggarakan oleh 
PT TASPEN (Persero) menjadi dialihkan kepada BPJS 
Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan dengan prinsip kegotongroyongan ini dapat 
memenuhi nilai keadilan yang merupakan inti dari 
kegotongroyongan itu sendiri.  

 
  Bahwa untuk menjawab hal di atas, Mahkamah perlu 

mempertimbangkan program jaminan hari tua dan program 
pembayaran pensiun sebagai sebuah konsep yang selama ini 
telah berjalan untuk menjamin kesejahteraan hari tua PNS. Dalam 
hal ini, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) 
menyatakan, pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan 
jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai 
negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. 
Jadi untuk memeroleh hak atas dana pensiun dan jaminan hari 
tua maka ASN harus memenuhi syarat, yaitu telah mencapai usia 
pensiun, masa kerja yang cukup untuk pensiun dan diberhentikan 
dengan hormat. 

 
  Bahwa tanpa bermaksud menilai legalitasnya, perihal 

jaminan sosial bagi Pegawai Negeri secara khusus diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20/2013 tentang 
Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 
70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi ASN. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 PP 20/2013 
menyatakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 
program pensiun dan tabungan hari tua. Semua PNS, kecuali PNS 
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di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, adalah 
peserta Asuransi Sosial PNS [vide Pasal 2 ayat (1) PP 25/1981]. 
Kepesertaan PNS dalam asuransi sosial dimulai pada tanggal 
pengangkatannya sebagai calon PNS, dan peserta wajib 
membayar iuran setiap bulan sebesar 8 (delapan) persen dari 
penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan, di mana 4¾ 
(empat tiga perempat) persen untuk pensiun dan 3¼ (tiga 
seperempat) persen untuk tabungan hari tua. Setelah 
ditambahkan dengan iuran dari pemerintah, akumulasi iuran 
inilah yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk 
membiayai penyelenggaraan pensiun PNS. Dengan demikian, 
program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun merupakan 
akumulasi dari iuran ASN selama masa kerjanya ditambah dengan 
iuran pemerintah, yang dinikmati pada masa pensiun setelah 
sekian lama mengabdi sebagai PNS. Selama ini dalam 
pembayaran pensiun dan jaminan hari tua PNS diselenggarakan 
secara segmented oleh PT TASPEN (Persero). Pelayanan secara 
segmented dilakukan karena PNS memiliki karakteristik yang 
berbeda cukup mendasar, misalnya dengan anggota TNI dan 
Polri, meski keduanya merupakan abdi negara; 

  Bahwa apabila diletakkan dalam konteks permohonan a quo 
dan tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh 
para Pemohon, desain BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 
program dana pensiun dan program jaminan hari tua dari seluruh 
lapisan masyarakat sebagai perwujudan prinsip 
kegotongroyongan tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar 
pembenar. Ihwal ini, meski BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan sama-sama memungut iuran kepada pesertanya 
untuk pendanaan yang akan dinikmati oleh pesertanya, namun 
tidaklah bisa dipandang sebagai konsep yang sama dengan iuran 
PNS. Untuk itulah menurut Mahkamah, menjadi tidak adil jika 
pensiunan PNS yang selalu mengiur tiap bulan dengan harapan 
dapat menikmati tabungan yang sudah dikumpulkannya pada 
masa tuanya nanti harus berbagi kepada orang lain atas nama 
kegotongroyongan. Meskipun Mahkamah sangat mendukung 
prinsip kegotongroyongan dalam mencapai kesejahteraan 
masyarakat, namun dalam konteks program jaminan hari tua dan 
pembayaran pensiun, tidak tepat bilamana prinsip 
kegotongroyongan yang dilakukan dengan cara membagi 
tabungan yang telah dipersiapkan PNS untuk masa tuanya. 

 
[3.20]  Menimbang bahwa bilamana dikaitkan dengan desain 

kelembagaan, apakah untuk memenuhi prinsip gotong royong 
dimaksud, semua persero penyelenggaraan jaminan sosial di 
bidang ketenagakerjaan mesti digabung menjadi satu badan atau 
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lembaga. Apabila tidak digabung, apakah prinsip gotong royong 
tidak bisa dipenuhi. Ihwal ini, menurut Mahkamah, desain 
kelembagaan, apakah kelembagaan tunggal ataupun 
kelembagaan majemuk, tidak selalu berkaitan dengan terpenuhi 
atau tidak terpenuhinya prinsip gotong royong. Prinsip ini 
mungkin saja tidak akan terlaksana sekalipun pilihan desain 
kelembagaannya adalah kelembagaan tunggal. Sebaliknya, 
prinsip ini pun juga sangat mungkin dipenuhi jika pilihannya 
adalah kelembagaan majemuk. Pelaksanaan prinsip tersebut 
sangat bergantung pada desain sistem jaminan sosial nasional. 
Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengatur 
badan-badan yang melaksanakan jaminan sosial terkoneksi 
secara baik, sehingga prinsip gotong royong tetap bisa 
dilaksanakan. Misalnya, undang-undang dapat mengatur bagi 
badan-badan yang melaksanakan jaminan sosial yang dalam 
pengelolaan aset memiliki keuntungan, dapat saja diwajibkan 
untuk menyumbangkan sejumlah tertentu kepada badan 
pelaksana lainnya. Atau, oleh karena pengelolaan badan yang 
melaksanakan jaminan sosial berada di bawah BUMN, deviden 
yang diserahkan pada negara setiap tahunnya dapat diserahkan 
kepada badan pengelola jaminan sosial lainnya. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi prinsip gotong royong, pembentuk undang-
undang sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero 
penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 
ditransformasi menjadi satu badan. Bagaimanapun, dengan tetap 
mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan 
mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara 
jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara 
baik. Oleh karena itu, desain transformasi PT TASPEN (Persero) 
ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik 
karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang 
diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib 
peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang 
seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi 
terkuranginya nilai manfaat bagi para Pesertanya.  

 
[3.21]  Menimbang bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon 

mengenai pengalihan PT TASPEN (Persero) sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 
24/2011 bertentangan dengan hak setiap orang atas jaminan 
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat, sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan amanat bagi negara 
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 
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sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 adalah beralasan menurut 
hukum. 

 
[3.22]  Menimbang bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain 

dalam UU 24/2011 yang berhubungan erat dengan norma Pasal 
57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 yang telah 
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai 
konsekuensi yuridisnya pemberlakuannya harus menyesuaikan 
dengan putusan Mahkamah a quo. 

 
[3.23]  Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian 

Mahkamah bahwa ketentuan norma Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 
ayat (2) UU 24/2011 inkonstitusional sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal-hal lain dari 
permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum; 
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 
 KETUK PALU 1X 
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief 
Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. 
Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat 
belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari Rabu, 
tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September tahun dua ribu 
dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.59 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai 
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, 
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang 
mewakili, Pihak Terkait PT TASPEN (Persero) atau yang mewakili, Pihak 
Terkait BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili. 

Berikut, 
 
PUTUSAN 

  NOMOR 6/PUU-XVIII/2020 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin (Pemohon I) 
2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M. 

(Pemohon III) 
3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H. 

(Pemohon III) 
4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. (Pemohon 

IV) 
   Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2020 

memberi kuasa kepada Bayu Prasetio, S.H., M.Hum., dan 
kawan-kawan; 

  Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut Para 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR); 
Mendengar dan membaca keterangan Presiden; 



20 
 

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT BPJS 
Ketenagakerjaan; 
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT TASPEN; 
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait PT ASABRI; 
Membaca keterangan Pihak Terkait Kementerian BUMN; 
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; 
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden; 
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait PT TASPEN; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait PT ASABRI, 
Pihak Terkait PT TASPEN; 
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 

 
6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.  
 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum Para Pemohon 
 
[3.3] [3.4] [3.5] sampai dengan … [3.5] dianggap dibacakan.  
 
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011, para Pemohon 
mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya 
sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 
Perkara). 
1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.  
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para 

Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan 
permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 57 
huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
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[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang 
diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan keterangan 
ahli atas nama Djoko Sungkono dan Imam Supriyadi, yang 
didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 17 
September 2020. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan 
kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 
Oktober 2020. (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk 
Perkara). 

 
[3.9]  Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah 

menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan 
pada 8 Juli 2020 beserta keterangan tertulis yang diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2020 (selengkapnya 
termuat dalam bagian Duduk Perkara); 

 
[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan 

tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 8 Juli 
2020 dan didengar dalam persidangan pada 8 Juli 2020, dan telah 
mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, 
S.H., M.H. dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A., yang didengar 
keterangannya dalam persidangan pada 6 Oktober 2020 
(selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, 
Presiden telah menyampaikan kesimpulan yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 19 November 2020, namun 
dikarenakan kesimpulan tersebut disampaikan melewati 
tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu pada 14 
Oktober 2020 maka kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan 
oleh Mahkamah; 

 
[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan telah 

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh 
Kepaniteraan Mahkamah pada 21 Juli 2020 dan didengar dalam 
persidangan pada 23 Juli 2020. Selain itu, Pihak Terkait BPJS 
Ketenagakerjaan juga menyampaikan keterangan tertulis 
tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 14 
Agustus 2020 dan pada 31 Agustus 2020 (selengkapnya termuat 
dalam bagian Duduk Perkara) serta tidak menyerahkan 
kesimpulan tertulisnya; 

 
[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait PT TASPEN telah menyampaikan 

keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah 
pada 23 Juli 2020 dan didengar dalam persidangan pada 23 Juli 
2020, serta mengajukan keterangan tertulis ahli sebanyak 2 (dua) 
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orang ahli yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 
dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Agustus 2020. Selain itu, Pihak 
Terkait PT TASPEN juga menyampaikan keterangan tertulis 
tambahan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 13 
Agustus 2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 14 Oktober 2020 (selengkapnya termuat dalam 
bagian Duduk Perkara); 

 
[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait PT ASABRI telah menyampaikan 

keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah 
pada 23 Juli 2020 dan didengar dalam persidangan pada 23 Juli 
2020, serta telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan 
yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 
2020 serta kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
pada 14 Oktober 2020 (selengkapnya termuat dalam bagian 
Duduk Perkara); 

 
[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kementerian BUMN telah 

menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh 
Kepaniteraan Mahkamah pada 28 Agustus 2020 tanpa didengar 
keterangannya dalam persidangan; (selengkapnya termuat dalam 
bagian Duduk Perkara); 

 
[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 

saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, 
keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait BPJS 
Ketenagakerjaan, keterangan Pihak Terkait PT TASPEN, 
keterangan Pihak Terkait PT ASABRI, keterangan Pihak Terkait 
Kementerian BUMN, keterangan ahli para Pemohon, keterangan 
ahli Presiden, Keterangan tertulis ahli Pihak Terkait PT TASPEN, 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, 
kesimpulan tertulis para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait PT 
TASPEN, dan Pihak Terkait PT ASABRI sebagaimana kesemuanya 
termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya 
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. 

 
7. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
[3.16]  Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih 

lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena isu pokok 
yang dijadikan alasan  permohonan pengujian oleh para Pemohon 
mempunyai kesamaan dengan perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 
yang putusannya telah diucapkan sebelumnya, sehingga penting 
bagi Mahkamah untuk mengutip beberapa pertimbangan hukum 
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Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XVII/2019 tersebut, sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan. 

 
[3.17] Menimbang bahwa setelah merujuk pada pertimbangan hukum 

putusan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permasalahan para Pemohon 
mengenai konstitusionalitas pengalihan PT ASABRI (Persero) 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 
ayat (1) UU 24/2011 sebagai berikut: 

 
[3.17.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan 

Mahkamah dalam Paragraf [3.17] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019, 
peleburan persero yang bergerak dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial menjadi BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 
dan Pasal 65 UU 24/2011 berlawanan atau tidak 
sejalan dengan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang saat membentuk Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(UU 40/2004) yang menghendaki konsep banyak 
lembaga atau lembaga majemuk. Sehingga, konsep 
peralihan kelembagaan badan penyelenggara jaminan 
sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan menyebabkan 
hilangnya entitas persero yang mengakibatkan 
munculnya ketidakpastian hukum dalam transformasi 
beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang 
telah ada sebelumnya yang masing-masing 
mempunyai karakter dan kekhususan yang berbeda-
beda; 

[3.17.2] Bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah pada 
Sub-paragraf [3.17.1] di atas, pertimbangan 
Mahkamah dalam Paragraf [3.18] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019, pada 
pokoknya menyatakan … ditambahi … sekalipun UU 
40/2004 mengharuskan badan/lembaga yang 
bergerak di bidang penyelenggaraan jaminan sosial 
bertransformasi menjadi badan penyelenggara 
jaminan sosial, namun tidak berarti badan tersebut 
dihapuskan dengan model atau cara 
menggabungkannya dengan persero lainnya yang 
memiliki karakter berbeda, melainkan cukup hanya 
dengan melakukan perubahan terhadap bentuk 
hukum badan hukum dimaksud dan melakukan 
penyesuaian terhadap kedudukan badan hukum 
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tersebut serta memperkuat regulasi yang 
mengamanatkan kewajiban penyelenggara jaminan 
sosial untuk diatur dengan undang-undang [vide Pasal 
5 ayat (1) UU 40/2004]. Hal ini untuk menghindari 
terjadinya potensi kerugian hak-hak peserta program 
tabungan hari tua dan pembayaran pensiun yang telah 
dilakukan oleh persero sebelum dialihkan, khususnya 
berkaitan dengan nilai manfaat. Oleh karenanya, 
meskipun pilihan melakukan transformasi menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan dimaksud merupakan kebijakan 
pembentuk undang-undang, namun transformasi 
harus dilakukan secara konsisten dengan konsep 
banyak lembaga yang hal itu tidak dapat dipisahkan 
dari karakter dan kekhususan masing-masing badan 
penyelenggara jaminan sosial yang berbeda-beda, 
sehingga mampu memberikan jaminan kepastian 
hukum terhadap hak atas jaminan sosial warga 
negara, khususnya peserta yang tergabung di 
dalamnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 
(1) juncto Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) 
UUD 1945. 

[3.17.3] Bahwa meskipun tidak secara tegas didalilkan oleh 
Pemohon dalam permohonannya, namun Mahkamah 
perlu menegaskan pendiriannya berkenaan dengan 
pemenuhan prinsip gotong royong dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana 
dipertimbangkan pada Paragraf [3.20] Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019, yang 
pada pokoknya menyatakan untuk memenuhi prinsip 
gotong-royong, pembentuk undang-undang 
sesungguhnya tidak harus menjadikan semua persero 
penyelenggara jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 
ditransformasi menjadi satu badan. Dengan demikian, 
meskipun dengan tetap mempertahankan eksistensi 
masing-masing persero dan mentransformasikan 
menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, 
prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara 
baik. Oleh karena itu, desain transformasi badan 
penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS 
Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik 
karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan 
yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian 
terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya 
skema yang seharusnya mencerminkan adanya 
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jaminan dan potensi terkuranginya nilai manfaat bagi 
para pesertanya.  

 
[3.18]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas, dalil para Pemohon mengenai pengalihan PT 
ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 57 
huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 bertentangan dengan 
hak setiap orang atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945, dan amanat bagi negara untuk mengembangkan 
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 
ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut juga merupakan semangat yang 
terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XVII/2019. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tersebut 
mutatis-mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum 
terhadap putusan perkara a quo dan oleh karena itu Mahkamah 
berpendapat terhadap permohonan para Pemohon ini pun adalah 
beralasan menurut hukum. 

[3.19]  Menimbang bahwa oleh karena terdapat sejumlah pasal lain 
dalam UU 24/2011 yang berhubungan erat dengan norma Pasal 
57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU 24/2011 yang telah 
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, maka sebagai 
konsekuensi yuridisnya pemberlakuannya harus menyesuaikan 
dengan putusan Mahkamah a quo. 

 
[3.20] Menimbang bahwa dengan telah ditegaskannya pendirian 

Mahkamah bahwa ketentuan norma Pasal 57 huruf e dan Pasal 
65 ayat (1) UU 24/2011 inkonstitusional sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas, maka terhadap hal-hal lain dari 
permohonan para Pemohon yang dipandang tidak relevan tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
8. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
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[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo;  

[4.3] Pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 
mutatis-mutandis menjadi pertimbangan hukum perkara a quo. 

[4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan seterusnya; 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief 
Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny 
Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 
empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu dan pada hari 
Rabu, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu 
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun 
dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.17 WIB, oleh 
sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rizki Amalia 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau 
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau 
yang mewakili, Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, 
Pihak Terkait PT TASPEN atau yang mewakili, Pihak Terkait PT ASABRI 
atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Kementerian BUMN atau yang 
mewakili.  
Selanjutnya. 
 

PUTUSAN 
Nomor 31/PUU-XIX/2021 

KETUK PALU 1X 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 

[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan 
oleh:  
Nama : Lee Yang Hun 

  Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKH/SHS/IV/2021, 
bertanggal 26 Mei 2021, memberi kuasa kepada Sunggul 
Hamonangan Sirait, S.H., M.H. dan kawan-kawan. 

  Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
  Mendengar keterangan Pemohon; 
  Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 
  Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. 
 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
 
[3.3] sampai dengan paragraf [3.5] dianggap dibacakan.  
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan pokok permohonan.  

Pokok Permohonan 
 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa 

“dengan putusan yang menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (1) 
KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) 
KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, Pemohon 
mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa 

“dengan putusan yang menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat 
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(1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 
ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 18 ayat (5) UU 
39/1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
penegakan hukum karena seseorang dapat disangka, 
didakwa dan dituntut serta diadili kedua kalinya dalam 
perkara yang sama, dimana seharusnya hal tersebut tidak 
boleh dilakukan karena bertentangan dengan asas nebis in 
idem dimana seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk 
tindak pidana yang sama; 

2. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa “bila 
putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan 
frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 dapat dijadikan alasan 
oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk 
menyidik, mendakwa dan menuntut, melakukan penahanan 
dan perpanjangan penahanan serta menyidangkan lebih dari 
satu kali atas perbuatan yang sama, tempus dan locus delicti 
yang sama, juga pelapor yang sama dengan alasan perkara 
tersebut belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewisdje), dan hal tersebut jika 
dibiarkan terus menerus tentu saja akan menciptakan 
kesewenang-wenangan penegak hukum untuk dapat 
menjadikan Tersangka dan Terdakwa sesuai keinginannya 
atau pesanan dari pihak tertentu; 

3. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya, frasa “bila 
putusan menjadi tetap” dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP dan 
frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” 
dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 tidak melindungi warga 
negara Indonesia yang berstatus sebagai terlapor, tersangka 
serta terdakwa karena frasa a quo memberikan peluang 
kepada penyidik untuk “memutilasi” pasal-pasal yang 
dibuat/dilaporkan oleh pelapor dan hal tersebut jelas 
bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat 
(1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP; 

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon 
memohon agar Mahkamah menyatakan: 
a. frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang 

termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus 
dinyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-
pembatasan seperti tempus delicti, locus delicti dan 
substansi perbuatan yang sama; 
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b. frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat di 
dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP bertentangan dengan 
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus di 
nyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-
pembatasan seperti tempus delicti, locus delicti dan 
substansi perbuatan yang sama; 

c. frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) 
UU 39/1999 bertentangan dengan dengan Pasal 28D 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, maka harus di nyatakan tidak 
berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti 
tempus delicti, locus delicti dan substansi perbuatan yang 
sama; 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon 
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti 
P-1 sampai dengan bukti P-22. 

 
10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas 

maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah 
tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 

 
[3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 76 

KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengandung asas ne bis 
in Idem, yang merupakan asas universal dan berlaku pada setiap 
sistem hukum termasuk di Indonesia. Dalam hukum Perdata asas 
ne bis in idem dapat dikenal dengan sebutan res judicata  atau 
exceptie van gewijsde zaak yang pada  intinya adalah pada 
perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok 
perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan dan diadili 
kembali untuk kedua kalinya. Dasar filosofi asas ne bis in idem 
adalah salah satunya untuk menghindari rasa ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap pengadilan dan juga untuk menjaga 
kepastian hukum. Dengan demikian, berdasarkan filosofi asas ne 
bis in idem, dalam lingkup hukum pidana asas tersebut untuk 
memberi kepastian hukum kepada terdakwa yang diputus dengan 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht 
van gewijsde) tidak dapat didakwakan dengan substansi 
perbuatan pidana yang sama baik locus maupun tempus-nya. 
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[3.11] Menimbang bahwa substansi ketentuan norma Pasal 76 KUHP 
maupun Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengatur terkait dengan 
perkara pidana yang diputus oleh pengadilan dan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diadili kembali 
untuk kedua kalinya. Hal itu berarti bahwa terhadap perkara yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah tidak 
dapat dilakukan lagi upaya hukum (banding dan kasasi atau 
peninjauan kembali) yang mengubah putusan pengadilan 
dimaksud dan membawa kosekuensi hukum terhadap terdakwa 
tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, ketika putusan 
pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap 
maka terhadap terdakwa tersebut terbuka kemungkinan atau 
berpotensi untuk dilaporkan, dijadikan tersangka dan didakwa 
kembali oleh aparat penegak hukum dalam perkara yang berbeda 
ataupun perkara yang sama, meskipun untuk kepastian ada atau 
tidaknya pelanggaran asas ne bis in idem baru akan diketahui 
setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap.  

 
   Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus Pemohon a quo, 

sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, maka 
tanpa bermaksud menilai dan mengaitkan dengan kasus konkret 
yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak 
menemukan bukti, bahwa terhadap Pemohon perkaranya telah 
ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Sebab, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan 
Mahkamah tidak menemukan satu pun alat bukti yang 
membuktikan bahwa perkara yang dialami oleh Pemohon sudah 
memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap (inkracht van gewijsde). Karena dari bukti-bukti yang 
diajukan dipersidangan, khususnya pengakuan Pemohon sendiri 
dalam permohonannya telah ternyata perkara yang dialami 
Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 
583/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 12 April 2021 yang saat ini masih 
diajukan upaya hukum kasasi. Sementara itu terhadap perkara 
kedua yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perkara yang sama 
dengan Perkara Nomor Register 583/Pid.B/2020/ PN.Bks, juga 
ternyata saat ini sedang memasuki tahap persidangan di 
Pengadilan Negeri Bekasi (vide risalah sidang Perkara Nomor 
31/PUU-XIX/2021, tanggal 22 Juli 2021). Oleh karena itu, 
sesungguhnya terhadap dua perkara tersebut belum ada putusan 
yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian 
pertimbangan fakta hukum demikian sulit bagi Mahkamah untuk 
menilai konstitusionalitas norma pasal yang dilakukan pengujian 
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oleh Pemohon benar ada relevansinya dengan dalil Pemohon, 
norma a quo telah mengandung adanya ketidakpastian hukum. 
Oleh karena itu, perkara Pemohon tidak dapat diterapkan atau 
diberlakukan terhadap Pasal 76 KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 
39/1999. Namun demikian, persoalan yang harus ditegaskan oleh 
Mahkamah selanjutnya adalah apakah frasa “dengan putusan 
yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) 
KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam 
Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) 
UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. 

 
   Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi jaminan hak 

kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. Oleh karena itu, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 
juga terdapat dalam norma Pasal 76 KUHP dan Pasal 18 ayat (5) 
UU 39/1999. Sebab, dengan adanya frasa “dengan putusan yang 
menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan 
frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 
ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap“ yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (5) UU 
39/1999 justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum 
kepada seseorang yang menjadi terdakwa untuk tidak dituntut 
kedua kalinya terhadap dugaan peristiwa pidana yang tempus 
delicti, locus delicti dan substansi perbuatan pidana yang 
didakwakan sama, karena telah adanya putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya 
hukum lagi untuk diubahnya.  

 
[3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, apabila 

argumentasi Pemohon yang didalilkan diikuti oleh Mahkamah, 
yaitu dengan menyatakan frasa “dengan putusan yang menjadi 
tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila 
putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) 
KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka hal 
tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
adil bagi terdakwa. Sebab, ketika perkara telah diputus dan 
putusan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka apabila 
terdakwa kemudian dilaporkan, ditersangkakan dan 
diterdakwakan kembali dengan tempus delicti, locus delicti, 
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dengan substansi perbuatan pidana yang diduga sama, hal 
tersebut jelas melanggar hak konstitusional setiap orang yang 
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas maka hal yang terjadi pada Pemohon menurut 
Mahkamah, bukan persoalan konstitusionalitas norma yang 
berkenaan dengan frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ 
yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila 
putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) 
KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999, 
melainkan jikalaupun hal tersebut benar terjadi tindakan demikian 
adalah merupakan hal yang berkaitan dengan penerapan hukum 
yang bisa saja terjadi dalam konteks implementasi sebuah norma. 
Pertimbangan Mahkamah a quo, sekaligus untuk menjawab dalil 
Pemohon yang berpendapat tindakan penegak hukum yang 
menjadikan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya 
dengan substansi perbuatan pidana yang sama, baik tempus 
delicti maupun locus delicti serta pelapor yang sama adalah 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil 
yang tidak relevan dengan konstitusionalitas norma a quo. 

 
[3.14]  Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon selebihnya yaitu 

berkaitan dengan frasa a quo memberikan peluang kepada 
penyidik untuk “memutilasi” pasal-pasal yang menjadi dasar 
pelaporan oleh pelapor dan hal tersebut jelas bertentangan 
dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 
65 ayat (2) KUHP, menurut Mahkamah, hal itupun juga tidak 
berkaitan dengan konstitusionalitas frasa “dengan putusan yang 
menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan 
frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 
ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. 
Sebab, jika yang diasumsikan Pemohon tersebut benar, di 
samping hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah 
Konstitusi untuk menilainya, juga bila ada pertentangannya 
dengan norma Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP 
dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka apabila yang didalilkan oleh 
Pemohon dimaksud benar, hal tersebut dapat dilakukan 
pengujian tersendiri sepanjang ditemukan adanya alasan tidak 
harmonisnya antara undang-undang satu dengan yang lainnya 
dan Pemohon dapat mendalilkan adanya pertentangan dengan 
UUD 1945. 
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[3.15]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
menurut Mahkamah, frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ 
yang termuat dalam norma Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila 
putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) 
KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 telah 
ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 
penegakan hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh 
Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.  

 
11. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 

 
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan  a quo; 
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili, 

 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 
 

 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. 
Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 
sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu 
dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul 

KETUK PALU 1X 
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Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Berikut, 
 

PUTUSAN 
NOMOR 41/PUU-XIX/2021 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh: Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. 
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon; 
 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

 
2. DUDUK PERKARA 

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
 
 

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 
Kewenangan Mahkamah 
 
[3.1] Dianggap dibacakan. 
[3.2]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
 
Kedudukan Hukum Pemohon 
 
[3.3], [3.4], [3.5]  dianggap dibacakan.  
Beberpa pokok yang diajukan Pemohon  

d. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi diskriminasi dalam 
pemberian remisi karena pada umumnya warga binaan yang 
divonis melakukan korupsi yang berasal dari kejaksaan 
memperoleh remisi, sedangkan untuk Pemohon yang divonis 
melakukan korupsi yang berasal dari KPK tidak mendapatkan 
remisi karena dianggap oleh KPK Pemohon bukan 
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merupakan justice collabolator, sekalipun Pemohon 
berkelakuan baik; 

e. Bahwa menurut Pemohon berkaitan dengan justice 
collabolator, tidak mungkin Pemohon dijadikan atau menjadi 
justice collabolator untuk fakta hukum yang sama sekali 
tidak Pemohon ketahui. 
Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret 

yang dialami Pemohon dan terlepas beralasan atau tidaknya dalil 
Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang 
dimohonkan pengujian, anggapan kerugian hak konstitusional 
yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat 
(causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon 
dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang 
dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; 

[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili  
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pokok Permohonan 
 
[3.7]   Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, 
Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada 
pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya 
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): angka 1, 
2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. 
6. Bahwa meskipun ketentuan Pasal 14 (1) huruf i dan 

Penjelasan UU 12/1995 telah menegaskan hak hukum yang 
merupakan hak konstitusional Pemohon tersebut namun tidak 
diberikan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan alasan 
tidak adanya rekomendasi dari KPK, sehingga membuktikan 
bahwa Pasal 14 (1) huruf i dan Penjelasan UU 12/1995 
tersebut multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum serta 
melanggar rasa keadilan Pemohon sehingga dapatlah 
dipastikan bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 

7. Dianggap dibacakan; 
8. Dianggap dibacakan; 
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan 
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya 
berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni apabila 
diberlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali 
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pada narapidana korupsi dengan syarat: (a) Berkelakuan baik; 
(b) Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) 
bulan; (c) Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup;dan (d) Tidak dipidana dengan hukuman mati; 
 

[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31, yang selengkapnya 
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; 

 
[3.9]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, 

Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya 
untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 54 UU MK; 

 
13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH 

 
[3.10]  Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama 

permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah 
selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan 
Pemohon; 

 
[3.11]  Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon 

sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas maka isu 
konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah 
adalah apakah norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan 
Penjelasannya bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan 
diskriminatif terhadap warga binaan sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Namun berkenaan dengan 
hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara 
pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 
yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-
XV/2017, bertanggal 7 November 2017 dengan amar menolak 
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan Pemohon juga 
merupakan salah satu Pemohon dalam perkara a quo. 
Selanjutnya, Mahkamah telah memutus permohonan pengujian 
kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017, 
bertanggal 31 Januari 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 90/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 Januari 2019 dengan 
amar menolak permohonan Pemohon karena dalam 
pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah tidak 
menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji 
kembali norma a quo, sehingga menurut Mahkamah, 
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pertimbangan hukum mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf 
i UU 12/1995 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
54/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap kedua 
permohonan tersebut. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah 
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a 
quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah 
permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 
MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); 

 
[3.12]  Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 

menyatakan: 
Pasal 60 UU MK, dianggap dibacakan.  
Pasal 78 PMK 2/2021, dianggap dibacakan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang 
telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus 
oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali 
apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang 
berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati 
dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar 
pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 
28J ayat (1) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar 
pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat 
perbedaan substansi permohonan, yaitu Pemohon dalam 
permohonan a quo menyertakan pengujian Penjelasan Pasal 14 
ayat (1) huruf i UU 12/1995, di samping adanya perbedaan alasan 
permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena 
dalam permohonan a quo Pemohon lebih menitikberatkan pada 
akibat dari Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang menurut 
Pemohon bersifat multitafsir sehingga memungkinkan adanya 
campur tangan pihak lain dalam persyaratan pemberian remisi 
bagi narapidana dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 
28J ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, 
terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan 
dalam permohonan a quo dengan permohonan yang telah diputus 
sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 
ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga 
permohonan a quo dapat diajukan kembali; 

 
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo 

dapat diajukan kembali maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan apakah Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 
dan Penjelasannya bersifat multitafsir dan menimbulkan 
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perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap 
konstitusionalitas norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, 
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-
XV/2017 pada Sub-paragraf [3.8.5] dan Sub-paragraf [3.8.7], 
sebagai berikut: 

 
[3.8.5] dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
Pendapat Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 14 ayat 
(1) UU 12/1995 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 pada Sub-
paragraf [3.12.1], sebagai berikut: 
Lebih lanjut, danseterusnya dianggap telah dibacakan. 
 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah 
berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 
12/1995 tidak bersifat diskriminatif karena hanya memuat rincian 
tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan 
remisi (huruf i), tanpa disertai kondisi atau persyaratan 
terpenuhinya hak tersebut. Pengaturan mengenai hak narapidana 
merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya untuk 
melindungi warga negaranya sekalipun berstatus sebagai 
narapidana. Artinya, negara bersikap pro-aktif untuk memberikan 
kebebasan dan keistimewaan tertentu yang ditetapkan dan 
ditegakkan oleh seperangkat aturan hukum. Kebebasan atau 
keistimewaan demikian tidak bersifat mendasar (asasi) dan 
berada di luar dari hak warga negara yang telah ditentukan dalam 
konstitusi. Oleh karenanya, pengaturan mengenai subjek, objek, 
persyaratan hingga perubahan dan pencabutan terhadapnya 
ditentukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. 
Dalam konteks demikian, pemberian hak hukum (legal rights) 
kepada sebagian kelompok masyarakat, secara logis dapat dinilai 
diskriminatif dari kacamata orang lain yang tidak memperoleh hak 
tersebut, sedangkan bagi si penerima (subjek) hak, penilaian 
mengenai timbulnya diskriminasi adalah ketika terdapat materi 
norma yang menentukan kondisi dan persyaratan tertentu atau 
dalam implementasi norma tersebut yaitu terkait dengan 
pemenuhan hak yang telah diberikan. Oleh karena Pemohon 
dalam hal ini merupakan subjek hak, in casu hak remisi, maka 
rumusan norma yang isinya hanya memuat rincian tentang hak-
hak narapidana (termasuk Pemohon) menurut Mahkamah tidak 
mungkin ditafsirkan lain selain apa yang tersurat dalam rumusan 
norma a quo. Dengan demikian, Mahkamah kembali menegaskan 
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bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak 
bersifat multitafsir dan diskriminatif sehingga dalil Pemohon yang 
menyatakan norma a quo bertentangan dengan Pasal 28J ayat 
(1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

 
14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
[3.14] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 

14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 bersifat multitafsir dan 
menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. 
Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Penjelasan 
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 hanya memuat tafsir resmi 
atas norma yang diatur dalam batang tubuh dan tidak 
bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang 
tubuh. Penjelasan a quo lebih menegaskan bahwa (hak) remisi 
dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan, karena pada saat UU 
12/1995 ditetapkan, telah berlaku terlebih dahulu setidaknya 2 
(dua) peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur 
mengenai remisi di Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 
120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa dan Keputusan 
Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang 
Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ 
Tubuh Dan Donor Darah. Oleh karena itu, uraian lebih lanjut 
mengenai pemberian hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah merujuk pada beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis 
mengatur mengenai remisi yang juga masih berlaku setelah 
diundangkannya UU 12/1995. Dengan demikian, dalil Pemohon 
berkenaan dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 
12/1995 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

 
[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa 

akibat dari berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang 
bersifat multitafsir telah membuka ruang adanya campur tangan 
pihak lain dalam penentuan pemberian (hak) remisi bagi 
narapidana yang lebih ketat dan oleh karenanya bertentangan 
dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a 
quo, menurut Mahkamah, permasalahan demikian bukanlah 
dikarenakan inkonstitusionalnya norma dalam UU 12/1995 yang 
dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan 
implementasi norma yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait 
dengan mekanisme pemberian remisi sebagaimana diatur dalam 
UU 12/1995 yang dikaitkan dengan salah satu peraturan 
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pemerintah yang mensyaratkan bahwa setiap narapidana tindak 
pidana korupsi  harus mendapatkan predikat sebagai justice 
collaborator untuk mendapatkan hak remisi. Terhadap hal 
demikian, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 54/PUU-XV/2017 
pada Sub-paragraf [3.8.6], sebagai berikut: kutipan dianggap 
diabacakan.  

 
  Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana 

telah dikutip di atas, telah jelas bahwa Pemerintah diberikan 
wewenang secara delegasi oleh Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995 
untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara 
pelaksanaan hak-hak narapidana dalam bentuk Peraturan 
Pemerintah. Pertanyaan kemudian adalah, apa saja pedoman 
atau batasan bagi Pemerintah dalam menyusun substansi norma 
peraturan pelaksana tersebut. Karena setelah Mahkamah 
mencermati beberapa permohonan yang pernah diajukan ke 
Mahkamah terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma 
yang berkenaan dengan hak-hak narapidana, khususnya dalam 
hal ini adalah hak remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi, 
selalu mempermasalahkan adanya perlakuan diskriminasi dan 
melanggar hak-hak narapidana dalam pelaksanaan pemberian 
remisi yang diatur dalam peraturan pelaksananya dan bukan pada 
undang-undang induknya. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai 
pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus pengawal 
demokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hak 
dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis sehingga 
meskipun permasalahan yang dialami dan didalilkan oleh 
Pemohon merupakan implementasi norma yang bukan 
kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, Mahkamah 
memandang perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut: 

 
[3.15.1] Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila, telah berkembang pemikiran baru 
mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar 
memenjarakan pelaku tindak pidana agar pelakunya 
jera, akan tetapi juga merupakan suatu usaha 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perkembangan 
pemidanaan ini sejalan dengan model hukum yang 
dikenal dengan model restorative justice (model 
hukum yang memperbaiki). Narapidana bukan saja 
sebagai objek, melainkan juga merupakan subjek 
yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang 
sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau 
kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga 
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tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas 
adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan 
hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban 
sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan 
adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar 
menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada 
hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 
keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat 
yang aman, tertib, dan damai [vide Penjelasan Umum 
UU 12/1995]. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan 
yang diselenggarakan harus dalam rangka 
memberikan jaminan perlindungan terhadap hak 
warga binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian 
dan kemandirian warga binaan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, tidak sekedar mendasarkan 
pada konsep penjeraan dan pembalasan; 

 
[3.15.2] Bahwa berdasarkan filosofi pemasyarakatan dan arah 

perkembangannya tersebut di atas, maka substansi 
rumusan norma yang terdapat pada peraturan 
pelaksana dari UU 12/1995 sebagai aturan teknis 
pelaksana harus mempunyai semangat yang 
sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang 
mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep 
restorative justice. Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus 
diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi 
semua warga binaan untuk mendapatkan haknya 
secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan 
pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan 
dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, 
karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri 
pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini 
menempatkan warga binaan dalam lembaga 
pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan 
perampasan hak untuk hidup secara bebas yang 
dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama 
menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap 
diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan 
prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk 
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hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak 
sedang menjalani pidana. Meskipun demikian, 
pemberian hak tersebut tidak lantas menghapuskan 
kewenangan negara untuk menentukan persyaratan 
tertentu yang harus dipenuhi oleh warga binaan 
karena hak tersebut merupakan hak hukum (legal 
rights) sebagaimana telah dipertimbangkan pada 
Paragraf [3.13] di atas. Namun, persyaratan yang 
ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan 
justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial yang ditetapkan, selain juga harus 
mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas 
yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem 
pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, adanya syarat-syarat tambahan 
di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi 
kepada narapidana, seharusnya lebih tepat 
dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (reward) 
berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak 
hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/1995. 
Sebab, pada dasarnya segala fakta dan peristiwa 
hukum yang terjadi berkaitan dengan suatu tindak 
pidana yang disangkakan maupun didakwakan kepada 
seseorang harus diperiksa di persidangan untuk 
kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis 
hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. 
Termasuk misalnya terdakwa yang dinilai tidak mau 
mengakui perbuatannya maupun tidak secara jujur 
mengakui keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana 
yang dimaksud, tentu akan menjadi salah satu hal 
yang memberatkan hukuman pidana. Oleh karenanya, 
sampai pada titik tersebut segala kewenangan mulai 
dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
persidangan pengadilan telah berakhir, dan 
selanjutnya menjadi ruang lingkup sistem 
pemasyarakatan, sehingga hal-hal tersebut kehilangan 
relevansinya apabila dikaitkan dengan syarat 
pemberian remisi bagi narapidana. Terlebih, 
kewenangan untuk memberikan remisi adalah menjadi 
otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam 
tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa 
diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur 
tangan yang justru akan bertolak-belakang dengan 
semangat pembinaan warga binaan. Artinya, lembaga 
pemasyarakatan di dalam memberikan penilaian bagi 
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setiap narapidana untuk dapat diberikan hak remisi 
harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang 
status warga binaan, dan bukan masih dikaitkan 
dengan hal-hal lain sebelumnya. Sebab, sebagaimana 
telah dipertimbangkan sebelumnya, apapun jenis 
tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa 
maupun hal-hal yang meliputi dengan perbuatan yang 
dilakukan, seharusnya sudah selesai ketika secara 
komperehensif telah dipertimbangkan secara hukum 
dalam putusan pengadilan yang berakhir pada jenis 
dan masa pidana yang dijatuhkan (strafmaat) oleh 
hakim. Selanjutnya, bagi seorang terdakwa yang telah 
menerima jenis dan masa pidana tersebut yang 
berakibat putusan pengadilan telah berkekuatan 
hukum tetap maka bagi terpidana yang menjalani 
pidana sebagai warga binaan akan memasuki babak 
kehidupan baru untuk menjalani pidana dalam rangka 
proses untuk dikembalikan di tengah masyarakat 
dengan hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa ada 
pengecualian, sepanjang syarat-syarat pokok 
sebagaimana ditentukan dalam UU 12/1995 terpenuhi. 
Dalam konteks penjelasan suatu norma, penjelasan 
sebuah undang-undang juga tidak boleh 
menambahkan norma baru, apalagi menambah 
persyaratan yang tidak sejalan dengan norma pokok 
yang terdapat dalam undang-undang yang 
bersangkutan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 005/PUU-III/2005, dan seterusnya, dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XIII/2015 serta angka 176 dan angka 177 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan]; 

   
  Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di 

atas, meskipun berkenaan dengan kontitusionalitas norma Pasal 
14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, Mahkamah tetap pada 
pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya. 
Namun, berkaitan dengan penegasan Mahkamah pada 
pertimbangan hukum sebelumnya adalah satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan dengan salah satu fungsi Mahkamah 
Konstitusi di dalam melindungi hak konstitusional dan demokrasi 
warga negara, meskipun segala hal yang berkaitan dengan 
pertimbangan hukum di atas merupakan ranah implementasi 
norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. 
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Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tidak 
beralasan menurut hukum; 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak 
terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai 
penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana ketentuan 
dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) 
huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, sehingga dengan 
demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut 
hukum untuk seluruhnya. 

 
15. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan   a quo; 
[4.3]  Permohonan Pemohon tidak ne bis in idem; 
[4.4]  Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk 

seluruhnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan seterusnya; 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. 
Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan 
Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga 
belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua 
ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai 
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Berikut,  
PUTUSAN 

Nomor 42/PUU-XIX/2021 

KETUK PALU 1X 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
diajukan oleh:  
Nama : Nedi Suwiran 
Selanjutnya … ulangi … berdasarkan surat kuasa khusus 
bertanggal 6 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Gunalan 
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 

2. DUDUK PERKARA 
 
Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH 
 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 
Kewenangan Mahkamah 
 
[3.1], [3.2], [3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. 
 
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah 
akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
Pokok Permohonan 
 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, Pemohon 
mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya 
sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara):  
1.  Bahwa menurut Pemohon, pemilihan kepala desa dilakukan 

langsung oleh masyarakat desa dengan ketentuan masa 
jabatan kepala desa tidak dapat berlangsung terus menerus 
sehingga perlu ada pembatasan untuk menjamin hak orang 
lain yang juga memiliki keinginan untuk turut serta dalam 
kontestasi pemilihan kepala desa. Oleh karenanya, 
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pembatasan masa jabatan kepala desa ditentukan oleh 
undang-undang.  

2.  Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 
telah memberikan ruang kepada kepala desa untuk diberi 
kesempatan menjabat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun 
demikian, rumusan angka-angka yang berbeda dalam 
ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 dengan 
Penjelasannya telah menimbulkan polemik yang 
menyebabkan terhalangnya hak konstitusional Pemohon 
untuk maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi 
Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 
tanggal 25 Agustus 2021 [Bukti        P-10].  

3.  Bahwa menurut Pemohon, materi muatan dalam Pasal 39 
ayat (2) UU 6/2014 dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, di 
satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas 
pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat 
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan UU 
32/2004, tetapi di sisi lain, telah menimbulkan keragu-
raguan (multitafsir) sepanjang penghitungan pemberian 
kesempatan mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Hal 
ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang 
dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, 
berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat 
orang bingung dalam menafsirkannya, semestinya hanya 
ada satu tafsir ketentuan tersebut yang penghitungan secara 
berturut-turut atau tidak didasarkan pada UU 32/2004. 

4.  Bahwa menurut Pemohon, karena ada tafsir yang berbeda 
tersebut maka proses pemilihan kepala desa yang akan 
diikuti Pemohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati 
Ogan Komering Ilir Nomor 140 dan seterusnya tahun 2021 
tanggal 21 Juli 2021 karena menganggap adanya 
ketidakjelasan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014. 

5.  Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar Pasal 39 ayat (2) dan 
Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 
“Kepala Desa dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang 
penetapannya sebagai kepala desa didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. 

 
[3.8]  Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
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tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yang selengkapnya 
telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; 

 
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, 

Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya 
untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 54 UU MK; 

 
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 

permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah 
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan 
Pemohon; 

 
[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-

dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk 
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:  

 
Bahwa pemerintahan desa merupakan bentuk administrasi 

pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam 
perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintah desa, 
termasuk pengisian jabatan kepala desa mengalami perubahan 
pengaturan sejak Indonesia merdeka hingga pengaturan dalam 
UU 6/2014. Jika diikuti pengaturan tentang pemerintahan desa 
pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 
tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979), pembentuk undang-
undang telah mengatur pembatasan masa jabatan dan 
periodesasi masa jabatan kepala desa. Dalam hal ini, Pasal 7 UU 
5/1979 mengatur masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. Artinya, seseorang hanya dapat menjadi kepala desa 
maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang 
kepala desa maksimal adalah 16 (enambelas) tahun. Ketentuan 
dalam UU 5/1979 dapat dinilai sebagai bentuk perkembangan 
lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat 
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia (UU 19/1965) yang sama sekali tidak mengatur perihal 
pembatasan periodesasi masa jabatan kepala desa. Perihal masa 
jabatan, Pasal 9 ayat (2) UU 19/1965 hanya mengatur masa 
jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti 
dengan ketentuan dapat dipilih kembali sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 UU 5/1975 … 1979; 
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Bahwa sejak reformasi, pengaturan pemerintahan desa 
digabung dengan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU 
22/1999). Berkenaan dengan masa jabatan kepala desa, 
ketentuan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “masa jabatan 
kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa 
jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Kemudian, 
Penjelasan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan, “Daerah 
Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai 
dengan sosial budaya setempat”. Sekalipun Penjelasan tersebut 
seolah-olah “membuka” katub prinsip pembatasan masa jabatan 
dan periodesasi masa jabatan, namun dengan digantinya UU 
22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) maka dapat dipastikan tidak 
ada kepala desa yang memegang jabatannya melebihi 10 
(sepuluh) tahun. Terlebih lagi, dalam masa transisi dari UU 
22/1999 ke UU 32/2004, ditentukan bahwa kepala desa yang 
sedang menjabat pada saat mulai berlakunya UU 32/2004 tetap 
menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya [vide Pasal 
236 ayat (2) UU 32/2004]. Selanjutnya, UU 32/2004 mengatur 
masa jabatan dan periodesasi masa jabatan kepala desa 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 204 UU 32/2004 yang 
menyatakan, “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun 
dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya”. Norma a quo telah menentukan pembatasan masa 
jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan maksimal dua 
kali periode masa jabatan, sehingga seseorang tidak akan 
melebihi waktu 12 (dua belas) tahun menjadi kepala desa. 
Meskipun demikian, pembatasan yang ditentukan Pasal 204 a 
quo dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat 
yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah [vide Penjelasan Pasal 204 UU 
32/2004]. Artinya, pembatasan masa jabatan dan periodesasi 
masa jabatan kepala desa dapat tidak sama dengan pembatasan 
yang telah ditentukan dalam Pasal 204 UU 32/2004 sepanjang 
memenuhi klausul “kesatuan masyarakat hukum adat masih 
hidup yang ditentukan dalam perda”.  

 
Bahwa sebagai unit pemerintahan terbawah, dengan 

adanya pergantian UU 32/2004, pengaturan Pemerintahan Desa 
tidak lagi digabung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), tetapi diatur 
terpisah dalam UU 6/2014. Berkenaan dengan masa jabatan 
kepala desa, Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan kepala desa 
memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
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tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling 
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak 
secara berturut-turut. Dalam hal ini, bila seseorang telah dilantik 
sebagai kepala desa kemudian mengundurkan diri sebelum habis 
masa jabatannya, maka dianggap telah menjabat satu periode 
masa jabatan 6 (enam) tahun [vide Penjelasan Pasal 39 UU 
6/2014]. Sedangkan berkaitan dengan frasa “secara berturut-
turut” dan frasa “atau tidak secara berturut-turut” dijelaskan 
bahwa, “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi 
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali 
masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali 
hanya 1 (satu) kali masa jabatan” [vide Penjelasan Pasal 39 UU 
6/2014].  

 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dikemukakan di atas, pembatasan masa jabatan kepala desa 
merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh 
pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 
5/1979, pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa 
jabatan tetapi juga untuk membatasi periodesasi masa jabatan. 
Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak 
hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan 
kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua 
tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) 
karena terlalu lama berkuasa.  

 
17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 

 
[3.12]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan 

secara saksama perkembangan pengaturan masa jabatan kepala 
desa sebagaimana uraian Paragraf [3.11], selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon a quo, 
yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 
39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menimbulkan 
multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon 
mendalilkan, di satu sisi pembatasan masa jabatan kepala desa 
telah jelas dan memberikan kepastian hukum karena pembatasan 
masa jabatan kepala desa adalah paling banyak 3 (tiga) kali masa 
jabatan. Namun, di sisi lain dengan adanya penjelasan pasal a 
quo yang mengaitkan parameter penghitungan masa jabatan 
kepala desa paling banyak 3 (tiga) kali tersebut dengan UU 
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32/2004 telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) bagi 
Pemohon untuk mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan 
kepala desa serentak yang akan digelar dalam waktu dekat. 
Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:  
[3.12.1] Bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni 

dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan 
periodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali 
masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 
ayat (2) UU 6/2014 merupakan perwujudan 
penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus 
merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki 
UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh 
dengan adanya pembatasan masa jabatan dan 
periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga 
tercermin dari pembatasan masa jabatan dan 
periodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah.  

[3.12.2] Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, 
pengaturan masa jabatan kepala desa telah ternyata 
ditentukan dengan prinsip pembatasan yang 
ditegaskan dalam rumusan norma pasal sejumlah 
undang-undang. Kalaupun ada pengecualian, hanya 
dimungkinkan bagi kesatuan masyarakat hukum adat 
yang masih hidup yang ditentukan dalam perda. 
Merujuk pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf 
[3.11], telah ternyata terdapat 2 (dua) pola rumusan 
pembatasan masa jabatan kepala desa yakni 
dirumuskan dengan pola ditentukan sekali atau 
dengan menggunakan frasa paling lama sebagaimana 
UU 19/1965 dan UU 22/1999 atau dengan pola 
rumusan pembatasan dua kali masa jabatan 
sebagaimana UU 5/1979 dan UU 32/2004. 
Sementara, dalam UU 6/2014 pola rumusan prinsip 
pembatasan masa jabatan kepala desa yang 
digunakan berbeda dengan pengaturan sebelumnya 
karena menentukan kepala desa dapat menjabat 
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, 
dengan masa jabatannya adalah selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan [vide Pasal 
39 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/2014].  

[3.12.3] Bahwa permasalahan yang harus dijawab Mahkamah 
adalah bagaimana cara penghitungan paling banyak 
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3 (tiga) kali masa jabatan kepala desa tersebut karena 
Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 menyatakan, “Kepala 
Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling 
lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala 
Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 
1 (satu) kali masa jabatan.” Menurut Mahkamah, 
dalam praktiknya ketentuan ini akan dapat 
memunculkan kepala desa yang menjabat lebih dari 
3 (tiga) periode yang merupakan prinsip utama 
pembatasan masa jabatan kepala desa yang dianut 
oleh UU 6/2014. Munculnya praktik tersebut karena 
dimungkinkan adanya kepala desa yang menjabat 
dengan mendasarkan pada undang-undang sebelum 
berlakunya UU 32/2004. Keadaan demikian rentan 
berakibat munculnya kesewenang-wenangan dan 
berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa, 
apalagi UU 6/2014 telah memberikan kewenangan 
yang cukup besar kepada kepala desa sebagaimana 
diatur dalam Pasal 26 UU 6/2014. Oleh karenanya, 
menurut Mahkamah, untuk menghindari munculnya 
kesewenang-wenangan dan berbagai macam 
penyimpangan oleh kepala desa, terkait dengan 
penghitungan periodesasi masa jabatan kepala desa 
meskipun masa jabatan kepala desa didasarkan pada 
undang-undang yang berbeda namun hitungan satu 
kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan 
undang-undang. Dengan kata lain, penghitungan 
periodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya 
mendasarkan pada UU 32/2004. Artinya, bagi kepala 
desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun 
mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, 
termasuk undang-undang sebelum berlakunya UU 
6/2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) 
periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga, 
penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak 
berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) UU 
6/2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan 
seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, periodesasi 
3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk 
kepala desa baik yang menjabat di desa yang sama 
maupun yang menjabat       di desa yang berbeda. 
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Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, 
dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 
6/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi 
yuridis terhadap Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 sehingga harus 
dilakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan multitafsir dan 
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, terhadap Penjelasan 
Pasal 39 UU 6/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Kepala 
desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya 
masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. 
Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) 
periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 
undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk 
menjabat 1 (satu) periode”.  Dengan demikian, permohonan 
Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 
6/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 

 
[3.13]  Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan rumusan angka-

angka yang berbeda dalam Pasal 39 ayat (2) dengan Penjelasan 
Pasal 39 UU 6/2014, telah menimbulkan polemik yang berakibat 
terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai 
bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa 
Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering 
Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021. 
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo mengenai norma Pasal 
39 ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014, telah 
dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12]. Dalam hal ini, 
berkenaan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, 
telah terjawab oleh pertimbangan hukum tersebut di atas.  

 
[3.14] Menimbang bahwa, secara faktual, sangat mungkin telah terjadi 

kepala desa yang telah terpilih lebih dari 3 (tiga) periode sebelum 
putusan a quo, untuk alasan kepastian hukum dan tidak 
menimbulkan kegaduhan di desa yang kepala desanya telah 
terpilih, maka kepala desa yang bersangkutan tetap menjalankan 
tugasnya hingga berakhir masa jabatannya sesuai dengan UU 
6/2014.  
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[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 
39 ayat (2) UU 6/2014 telah ternyata tidak menimbulkan 
multitafsir dan ketidakpastian hukum sehingga tidak 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga 
tidak beralasan menurut hukum. Sementara, dalil Pemohon 
berkenaan dengan Penjelasan Pasal 39 UU 6/2014 yang 
menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum bertentangan 
dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.  

 
18. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 

Mahkamah berkesimpulan: 
 

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan      a quo; 
[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk 

sebagian.  
 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai, “Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) 
periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) 
periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun 
berdasarkan undang-undang sebelumnya, Begitu pula, 
bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode 
masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode 
baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 
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undang-undang sebelumnya”. Sehingga Penjelasan Pasal 39 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
yang semula berbunyi “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali 
masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) 
kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 
1 (satu) kali masa jabatan” menjadi selengkapnya berbunyi 
“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode masih 
diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, baik 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-
undang sebelumnya. Begitu pula, bagi kepala desa yang 
sudah menjabat 2 (dua) periode masih diberi kesempatan 
untuk menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang 
sebelumnya .” 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, 
Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua 
puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu dan 
pada hari Jumat, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun 
dua ribu dua puluh satu yang diucapkan dalam Sidang Pleno 
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga 
puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai 
diucapkan pukul 11.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu 
tersebut, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, 
dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang 
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Terakhir, 
 

PUTUSAN 
NOMOR 43/PUU-XIX/2021 

KETUK PALU 1X 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. SAINATH 
REALINDO; 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0033 dan 
seterusnya, memberi kuasa kepada Eddy Christian;  
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
Mendengar keterangan Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 
 

2. DUDUK PERKARA 
 

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
 

Kewenangan Mahkamah 
 
Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. 
 
Kedudukan Hukum  Pemohon 
 
[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan. 
[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan 
dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 
Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon 
sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan, 6 juga 
dianggap telah dibacakan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan 
oleh UUD 1945 dan hak konstitusional tersebut dianggap 
dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA. 
Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual serta 
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memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak 
untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Apabila 
permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional 
seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, 
terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma 
Pasal 31A ayat (4) UU MA yang dimohonkan pengujian, 
Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo. 

 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan pokok permohonan.  

 
Pokok Permohonan 
 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 

31A ayat (4) UU MA, Pemohon mengemukakan argumentasi 
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk 
Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 dianggap telah dibacakan. 
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon 

memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang pada 
pokoknya Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai 
tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. 
Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau 
memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: 
“…apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut 
akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak 
peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk 
menyelesaikan permohonan”. 
  

[3.8]  Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 
sampai dengan bukti P-19. 

 
20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
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[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas 
maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah 
tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. 

 
[3.10]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 

permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait dengan 
adanya permohonan pengujian norma yang sama, yaitu Pasal 31A 
ayat (4) UU MA pada perkara pengujian undang-undang yang 
telah diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan 
syarat Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) yang masing-
masing menyatakan: 
Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan. 
Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan. 
[3.10.1] Bahwa terhadap Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah 
pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah 
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, 
bertanggal 31 Mei 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
85/PUU-XVI/2018, bertanggal 24 Januari 2019 yang masing-
masing pada pokoknya sebagai berikut:  
1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015, 

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA 
dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) 
UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang 
pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan 
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”. 

2. Bahwa dalam Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018, 
Pemohon mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA 
dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 
Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 31A ayat (4) 
UU MA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Proses Pemeriksaan 
dalam Persidangan atas Permohonan Keberatan Hak Uji 
Materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang 
berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk 
umum”. 
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3. Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo, yaitu perkara 
Nomor 43/PUU-XIX/2021, Pemohon mengajukan pengujian 
Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan dasar pengujian Pasal 24 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat 
(2) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta Pasal 
31A ayat (4) UU MA dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai 
tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”. 
Pemohon juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau 
memperluas makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: 
“...apabila terdapat peraturan yang sedang diuji telah dicabut 
akan diberikan tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak 
peraturan dicabut) sebagai tenggang waktu untuk 
menyelesaikan  permohonan”. 

[3.10.2] Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon a 
quo, dan permohonan pada perkara sebelumnya, Mahkamah 
berpendapat bahwa benar ada perbedaan tentang dasar 
pengujian maupun alasan permohonan a quo dalam mengajukan 
pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan permohonan Nomor 
30/PUU-XIII/2015 dan permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018. 
Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut Mahkamah 
berpendapat permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 
60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 sehingga dapat diajukan 
kembali.  
  

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan 
pokok permohonan Pemohon, Mahkamah setelah memeriksa 
secara saksama Permohonan a quo, dalil Pemohon bermuara 
pada satu persoalan konstitusional apakah ketentuan Pasal 31A 
ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu permohonan 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang oleh MA bertentangan dengan 
UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap 
persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih 
jauh dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali 
sebagian pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 30/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 85/PUU-XVI/2018, meskipun menurut Pemohon 
permohonan a quo berbeda dengan Permohonan Nomor 30/PUU-
XIII/2015 dan Permohonan Nomor 85/PUU-XVI/2018 namun 
menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas norma yang 
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dimohonkan dalam permohonan a quo berkaitan erat dan ada 
relevansinya dengan pertimbangan hukum dalam putusan 
tersebut khususnya di dalam menjawab persoalan pokok yang 
didalilkan oleh Pemohon. 
[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
30/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 31 
Mei 2016, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon 
dengan pertimbangan hukum antara lain: 
“[3.13] Menimbang bahwa sebagaimana yang telah 
diiuraikan, dan seterusnya dianggap dibacakan. 

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
85/PUU-XVI/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertanggal 24 
Januari 2019, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon 
dengan pertimbangan hukum antara lain: 
“…Oleh karenanya apabila mencermati, dan seterusnya dianggap 
dibacakan.  
 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum 
dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, telah jelas pendirian 
Mahkamah bahwa tidak ada keraguan mengenai penafsiran 
tenggang waktu pemeriksaan hak uji materiil di MA berdasarkan 
Pasal 31A ayat (4) UU MA, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. 
Rumusan norma Pasal 31A ayat (4) UU MA sudah tegas 
menyatakan bahwa Permohonan pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan, sehingga tidak perlu menambahkan 
penafsiran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam 
permohonannya. Adapun persoalan di mana Pemohon 
mendapatkan fakta bahwa permohonan hak uji materiil yang 
diajukan oleh Pemohon menurut Pemohon disidangkan dan 
diputus telah melewati tenggang waktu sebagaimana Pasal 31A 
ayat (4) UU a quo, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan 
persoalan penerapan norma, bukan konstitusionalitas norma di 
mana Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Menurut 
Mahkamah, MA sebagai lembaga yang menerapkan norma a quo 
memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai 
bagaimana penerapan Pasal 31A ayat (4) UU MA dalam mengadili 
permohonan hak uji materiil sepanjang tidak menciderai rasa 
keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. 
Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Putusan 
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sebelumnya, Mahkamah berpandangan bahwa tenggang waktu 
yang ditentukan oleh Pasal 31A ayat (4) UU MA merupakan pilihan 
pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan 
norma dalam UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada kata atau 
frasa dalam Pasal 31A ayat (4) UU MA yang telah atau berpotensi 
mereduksi kewenangan MA dalam menyelenggarakan peradilan 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 
1945 seperti yang diargumentasikan oleh Pemohon. Dengan 
demikian permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas 
Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) 
UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.13]  Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut  

Mahkamah tidak ada keraguan mengenai kejelasan maksud 
daripada Pasal 31A ayat (4) UU MA mengenai tenggang waktu 
pemeriksaan permohonan hak uji materiil. Dengan demikian, 
tidak terdapat pertentangan antara Pasal 31A ayat (4) UU MA 
terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, 
Mahkamah menilai justru terdapat pertentangan antara petitum 
permohonan Pemohon, di mana pada Petitum angka (3) 
Pemohon meminta Pasal 31A ayat (4) UU MA dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Permohonan 
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai 
tenggang waktu sejak permohonan terdaftar sampai diputus”, 
sedangkan pada Petitum angka (4), secara kumulatif Pemohon 
juga meminta agar Mahkamah menambahkan atau memperluas 
makna norma Pasal 31A ayat (4) UU MA: “...apabila terdapat 
peraturan yang sedang diuji telah dicabut akan diberikan 
tambahan waktu peralihan (misal 90 hari sejak peraturan dicabut) 
sebagai tenggang waktu untuk menyelesaikan permohonan”. Jika 
permohonan ini dipenuhi, justru berpotensi menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, 
menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas 
Pasal 31A ayat (4) UU MA terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap 
penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar 
pengujian menurut Mahkamah adalah tidak relevan terhadap 
norma a quo, karena substansi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945 adalah mengenai kemudahan dan perlakuan khusus warga 
negara untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan, sehingga tidak berkaitan 
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langsung dengan tenggang waktu pemeriksaan permohonan hak 
uji materiil sebagaimana diatur Pasal 31A ayat (4) UU MA. 
Terlebih ketentuan tersebut dimaksudkan untuk orang-orang 
yang harus mendapatkan perlakuan khusus untuk memeroleh 
kesempatan dan manfaat yang sama. Dengan demikian, dalil 
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) UU MA 
terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan 
menurut hukum. 

 
[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 

permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya.  

 
21. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3]    Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya; 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili, 
 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, 
Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi 
Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua 
puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu 
dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.53 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Ery Satria Pamungkas 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  

KETUK PALU 1X 
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Pengucapan Putusan telah selesai. Kemudian, untuk salinan 
putusan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang 
Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang 
ini ditutup. 

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Jakarta, 30 September 2021 
Panitera, 

      
                
               

      
 Muhidin 
 NIP. 19610818 198302 1 001 

 
 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB 
.24 WIB 

 

KETUK PALU 3X 

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan 
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ). 
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